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Abstract 
 
Indonesian criminal law has the main legal source, namely the Criminal Code 
(KUHP). As the main legal source, the Criminal Code can provide clear understanding 
of matters that are substantially related to Indonesian criminal law. One of these things 
is the purpose of punishment. The purpose of punishment is very important to be listed 
in the Criminal Code considering that criminal law has sharp sanctions, and is ultimum 
remedium or a last attempt to be imposed on a legal event. The purpose of criminal 
prosecution up to now is not explicitly regulated in the Criminal Code. This can be a 
problem considering that the Criminal Code has several types of criminal acts which, 
when implemented, require a goal so that the enforcement can fulfill the expectations of 
the criminal law itself. In line with that, there is another problem related to the purpose 
of punishment and the type of crime that applies to Indonesian criminal law. The 
problem is the implementation of a type of criminal in the Aceh Province which is not at 
all listed on the type of Criminal Code but still applies positively in the Aceh Province 
by taking into account the special autonomy granted by the Republic of Indonesia to the 
Aceh Province. This type of criminal is a criminal body. Criminal bodies themselves are 
born from a provision of Islamic law (Qanun) which is legitimized by special autonomy 
into a legal provision and / or rule that has a function and degree as well as regional 
regulations. 
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A. PENDAHULUAN  
Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Hal tersebut dibuktikan 
dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara 
Indonesia. Maka dari itu, sudah sepatutnya seluruh unsur kehidupan 
kenegaraan di Negara Indonesia tunduk kepada hukum positif yang berlaku di 
Negara Indonesia. Secara garis besar, hukum positif yang berlaku di dalam 
Negara Indonesia terbagi kedalam dua bentuk yaitu hukum publik dan hukum 
privat. Salah satu hukum publik di Negara Indonesia yang sangat berpengaruh 
dalam aspek kehidupan warga Negara Indonesia adalah hukum pidana. Hal 
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tersebut dikarenakan hukum pidana memuat sanksi pidana, yang mana sanksi 
tersebut dianggap dapat mengakibatkan penderitaan kepada orang yang 
menerimanya. Maka dari itu, hukum pidana bersifat subsidair yang berarti 
apabila terdapat aturan atau hukum lain yang relevan untuk dipergunakan, 
maka aturan atau hukum lain tersebutlah yang harus dipergunakan terlebih 
dahulu, guna mencegah kerugian yang lebih besar yang dapat terjadi seiring 
dengan dijatuhkannya sanksi pidana. 
Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan mengenai tata cara prosedural pemberlakuannya 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP 
terdiri dari tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (algemene 
leerstukken), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan 
yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana, strafbare feiten), baik yang 
disebutkan dalam Buku II dan Buku III maupun yang disebutkan dalam 
Undang-undang lain. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang 
dinamakan misdrijven atau kejahatan. Buku III menyebutkan tindak-tindak 
pidana yang dinamakan overtredingen atau pelanggaran (Prodjodikoro, 2003). 
Dalam konsep pemberlakuannya hukum pidana tidak dapat dipisahkan 
dari sanksi pidana, kehadiran sanksi pidana dianggap seperti pedang bermata 
dua yang mana dapat menimbulkan kerugian yang besar apabila dilaksanakan 
tanpa pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai hukum pidana, 
khususnya sanksi pidana. Maka dari itu, pemberlakuan suatu pidana, atau 
pemidanaan haruslah dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan lengkap. 
Sehingga penemu hukum (dalam hal ini hakim) akan lebih mudah membuat 
putusan terhadap suatu peristiwa pidana.  
Di Indonesia, pidana dan/atau pemidanaan tidak memiliki tujuan 
tertulis yang jelas dan lengkap, terbukti dengan tidak adanya satupun 
ketentuan tertulis dalam KUHP sebagai sumber utama hukum pidana 
Indonesia yang mengatur mengenai tujuan pidana/tujuan pemidanaan. Maka 
dari itu, untuk memahami konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana 
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Indonesia, kita perlu mengetahui peraturan lain diluar KUHP yang terkait 
dengan pemidanaan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Dalam UU tersebut kita dapat mengetahui tata cara 
pemberlakuan pidana penjara, dan tujuan dari diberlakukannya pemidanaan 
tersebut. 
Selain problematika mengenai tujuan pemidanaan yang tidak diatur jelas 
dan lengkap dalam sumber utama hukum pidana Indonesia (KUHP), terdapat 
juga suatu problematika lain yang bersifat substantif dalam kaitannya dengan 
pemberlakuan pidana. Problematika tersebut adalah berlakunya pidana badan 
(cambuk) di Provinsi Aceh. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sudah seharusnya hukum pidana di Provinsi Aceh tunduk kepada 
hukum pidana Indonesia yang bersumber pada KUHP, namun pada 
kenyataannya pidana badan (cambuk) yang sama sekali tidak diatur dalam 
jenis pidana yang terdapat di KUHP berlaku secara positif di Provinsi tersebut. 
Hal ini tentunya mendatangkan banyak pertanyaan, dan untuk menjawab 
pertanyaan tersebut kita dapat menganalisis dengan berbagai sudut pandang. 
Dalam artikel ini, penulis akan menganalisi problematika tersebut dengan 
menggunakan sudut pandang tujuan pemidanaan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang tujuan 
pemidanaan dalam hukum pidana nasional di Indonesia terhadap pidana 
badan yang berlaku di Provinsi Aceh dan dampak pemberlakuan pidana badan 
di Provinsi Aceh terhadap hukum pidana materil di Indonesia. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana 
Indonesia tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai 
tujuan pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan 
pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan 
hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.  
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Pada bagian ini kita akan melihat tujuan pemidanaan dengan 
menggunakan teori pemidanaan yang berlaku secara universal atau dengan 
kata lain teori pemidanaan tersebut menjadi 3 (tiga) teori utama bagi setiap 
pembahasan mengenai pemidanaan. Teori-teori tersebut adalah teori 
pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Berikut adalah penjelasan dari 
ketiga teori tersebut: 
 
1. Teori Pembalasan  
 Menurut Abidin (1987), teori pembalasan merupakan teori yang 
memandang pidana sebagai absoluta ab affect future yang berarti teori ini tidak 
melihat bekerja nya pemidanaan dikemudian hari melainkan pemidanaan 
hanyalah berlandaskan dasar pembenaran atas pembalasan atas ketidakadilan 
yang dilakukan (quia peccatum). Pemahaman tersebut membuat teori 
pembalasan ini mengaharuskan penjatuhan pidana terhadap setiap kejahatan 
yang dilakukan seseorang. Penjatuhan pidana tersebut tidak melihat akibat-
akibat apa yang mungin timbul dari dijatuhkannya pidana. Sehingga teori ini 
lebih banyak melihat ke masa lampau, tidak melihat ke masa depan 
(Prodjodikoro, 2014). Teori pembalasan ini merupakan teori tertua dalam 
kaitannya dengan tujuan pemidanaan, menurut Herbert L. Packer (1968): 
The retributive view rest on the idea that it is right for the wicked to be 
punished: because man is reseponsibke for his action he ought to receive his just 
deserts. The view can take either of two main version: the revenge theory or the 
expiation theory. Revenge as a justification for punishment is deeply ingrained 
in human experience, and goes back at least as far as the lex talionis: an eye for 
an eye, a tooth for a tooth, and, we might add, a life for a life. Its marks on the 
criminal process are similiarly deep, the most conspicuous example today being 
the death penalty for murder. 
 
Jadi menurut mereka yang menganut teori pembalasan seperti ditulis 
oleh Herbert Packer, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu 
perbuatan yang baik dikarenakan setiap orang yang melakukan suatu tindakan, 
harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjaran 
sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Menurut teori pembalasan, 
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pembalasan dibenarkan dengan berpegang pada ungkapan mata dibayar mata, 
gigi dibayar gigi, bahkan nyawa dibayar nyawa. Para penganut paham teori ini, 
tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada dalam masyarakat. 
Menurut pendapat Imanuel Kant dalam Muladi dan Barda (2010), 
pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata seabagia sarana untuk 
mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri 
maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya 
karena orang yang bersangkutan melakukan kejahatan. Jadi, menurut Kant 
pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan yang berfungsi semata-mata 
untuk membalas perbuatan jahat seseorang. 
 
2. Teori Tujuan  
 Teori tujuan atau teori relatif ini muncul sebagai reaksi terhadap ajaran 
teori pembalasan. Teori ini memandang pidana sebagai relata ab effectum 
futurum yang berarti pemidanaan haruslah melihat kedepan atu dengan kata 
lain melihat hal-hal yang mungkin timbul setelah proses pemidanaan (Abidin, 
1987). Sehingga dalam teori ini penjatuhan pidana tidak lah mutlak mengikuti 
setiap kejahatan yang dilakukan seseorang, melainkan harus terlebih dahulu 
diperhatikan manfaat dan kegunaannya bagi masyrakat maupun bagi pelaku 
tindak pidana itu sendiri. Hal tersebut membuat alasan untuk membalas 
perbuatan pelaku tindak pidana tidak menjadi satu-satunya alasan dalam 
proses penjatuhan pidana, akan tetapi membutuhkan lebih dari satu alsan 
tersebut untuk menjatuhkan pidana (Prodjodikoro, 2014).  
 Dalam teori tujuan, yang menjadi pokok perhatian adalah mengenai 
bagaimana cara memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana agar tidak 
mengulangi perbuatannya dan bagaimana mewujudkan ketertiban dalam 
masyarakat. Teori tujuan tidak menitik beratkan kajiannya kepada tindak 
pidana yang dilakukan oleh seseorang, melainkan menitik beratkan kajiannya 
kepada orang tersebut yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat 
dimengerti bahwa teori tujuan ini mengakui adanya suatu individualisasi 
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hukum pidana, dengan kata lain pidana dijatuhkan bukan untuk membalas 
tindak pidana yang dilakukan seseorang, akan tetapi untuk memastikan 
seseorang pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya. 
 Menurut Christiansen dalam Muladi dan Barda (2010), ciri-ciri dari teori 
adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan; 
b. Pencegahan bukan tujuan akhir melainkan hanya sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 
kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 
mencegah kejahatan; 
e. Pidana melihat ke muka (bersifat prosfektif), pidana dapat mengandung 
unsur pencelaan, tetapi baik pada unsur pencelaan maupun unsur 
pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan 
kejahatan untuk kepeninan kesejahteraan masyarakat. 
 
 
3. Teori Gabungan (Verenigins Theory)  
 Teori gabungan (verenigins theory) adalah teori yang menerima 
pembalasan sekaligus juga perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku 
tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana. Sehingga teori ini 
mengakui adanya unsur pembalasan (vergelding) dalam hukum pidana, akan 
tetapi mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang 
melekat pada tiap pidana (Prodjodikoro, 2014).  
 Menurut Adami Chazawi (2014), pada dasarnya teori pemidanaan 
gabungan terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu teori pemidanaan gabungan 
pertama dan teori pemidanaan gabungan kedua. Teori pemidanaan gabungan 
ynag pertama menitik beratkan pada pembalasan. Teori ini didukung oleh 
Pompe yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan bagi 
mereka yang melakukan kejahatan, tetapi pidana juga harus bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat 
diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu 
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dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) yang 
ada didalam masyarakat. 
 Selain Pompe, Zevenbergen juga mendukung teori pemidanaan 
gabungan yang ertama ini. Menurutnya pada dasarnya makna pada setiap 
pidana yang dijatuhkan (pemidanaan) adalah suatu pembalasan, akan tetapi 
pembalasan tersebut haruslah memiliki tujuan yang mengarah pada 
terciptanya tata tertib ditengah masyarakat, sehingga hal tersebut akan 
mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum yang telah dibuat 
pemerintah. Maka dari itu, menurut teori pemidanaan gabungan yang pertama 
ini, pidana baru akan dijatuhkan apabila tidak ada cara lain untuk 
mempertahankan tata tertib suatu hukum itu sendiri. 
 Berbeda dengan teori pemidanaan gabungan yang pertama, teori 
pemidanaan gabungan yang kedua menitik beratkan pada tata tertib hukum 
yang tercipta bukan karena dilakukannya pembalasan, namun karena 
dilakukannya pencegahan. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah 
pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana 
terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman 
pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana. Lalu apabila hal 
tersebut tidak cukup kuat dan efektif untuk mencegah tindak pidana, barulah 
dilakukan pencegahan khusus dengan menakut-nakuti, memperbaiki, dan 
membuat pelaku tindak pidana tidak berdaya. Dalam hal ini perlu diingat 
bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan hukum yang disadari 
oleh masyarakat (Chazawi, 2014). 
 Teori pemidanaan gabungan sama sekali tidak mengatakan bahwa teori 
pemidanaan pembalsan dan teori pemidanaan tujuan sepenuhnya salah, akan 
tetapi masing-masing dari teori tersebut tidak cukup kuat apabila dijadikan 
satu-satunya tumpuan guna terciptanya ketertiban didalam masyarakat. Teori 
ini berpendapat bahwa hal-hal yang terkandung dalam teori pemidanaan 
pembalasan dan teori pemidanaan tujuan dapat digabung untuk selanjutnya 
disinergikan membentuk suatu teori baru yaitu teori pemidanaan gabungan 
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yang dirasa dapat menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar 
mengenai pemidanaan. Grotius mengemukakan bahwa yang menjadi dasar 
tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya 
perbuatan yang dilakukan terhukum, tetapi beratnya hukuman atau sampai 
batas mana sesuai beratnya hukuman dengan beratnya perbuatan yang 
dilakukan oleh terhukum dapat diukur, itulah yang ditentukan oleh apa yang 
berguna bagi masyarakat (Samosir, 2014). 
 Selain melihat kepada 3 (tiga) teori tersebut diatas, secara antisipatoris 
kita juga dapat melihat pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(R-KUHP) Indonesia, sebagai ius constituendum hukum pidana Indonesia. Yang 
mana, R-KUHP memberikan aturan tertulis terkait tujuan pemidanaan dalam 
hukum pidana Indonesia. 
 Tujuan pemidanaan itu sendiri menurut konsep Rancangan KUHP 
tahun 2017 dinyatakan dalam pasal 55 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai 
dalam masyarakat. 
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan ras bersalah pada 
terpidana. 
 
 Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwasanya tujuan 
pemidanaan sangat penting dimiliki oleh setiap peraturan perundang-
undangan pidana, sebagai acuan dari setiap pemidanaan yang dianggap 
sebagai produk utama hukum pidana. Saat ini, ketentuan mengenai tujuaan 
pemidanaan didalam R-KUHP menjadi bukti sedang dilakukannya suatu 
upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Namun, pengaturan mengenai 
tujuan pemidanaan tersebut tidak serta merta dapat mempermudah dan/atau 
mengefektifkan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini 
dikarenakan terdapat suatu problematika lain sebagaimana yang telah 
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disebutkan pada bagian sebelumnya, mengenai berlakunya suatu jenis pidana 
(pidana badan) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
sama sekali tidak diatur oleh hukum pidana Indonesia. Pidana badan tersebut 
secara khusus positif berlaku di Provinsi Aceh. 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidana badan 
didefinisikan sebagai pidana yang dikenakan terhadap tubuh atau anggota 
badan orang yang melanggar hukum (seperti pencambukan). Di Provinsi Aceh 
pemberlakuan pidana badan dikarenakan dimasukannya syariat Islam 
kedalam hukum positif provinsi tersebut, sehingga sumber dari pengaturan 
mengenai pidana badan di Provinsi Aceh adalah hukum islam. Hukum islam 
itu sendiri memang mengenal suatu jenis hukuman yang membatasi tingkah 
laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan 
sebutan hukum pidana, dan istilah dalam hukum Islam dinamakan Jinayat. 
 Secara etimologi jinayat berarti memetik, memotong, mengambil, dan 
atau memungut. Sedangkan menurut agama Islam kata jinayat berarti 
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang 
mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang 
atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat 
dengan mendapatkan hukuman berat dari Allah (Jamali, 2002). Sedangkan 
hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayat yang artinya 
segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 
yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dabat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang 
terperinci dari al-quran dan hadist (Rosyada, 1992). 
 Hukum pidana Islam ini lah yang mengatur mengenai pidana badan. 
Sehubungan dengan begitu meresapnya syariat Islam dalam hukum positf di 
Provinsi Aceh, hukum pidana Islam pun berlaku dalam hukum positif di 
Provinsi Aceh. Pemberlakuan hukum pidana Islam tersebut memang dianggap 
suatu hal yang tidak biasa apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum 
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yang diatur oleh KUHP, hal itu dikarenakan esensi dari hukum pidana Islam 
itu sendiri yang sama sekali berbeda dengan hukum pidana Indonesia. 
 Provinsi Aceh memberlakukan hukum Islam tersebut berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
sedangkan mengenai prosedural pemerintahannya diatur oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-
undang nomor 18 tahun 2001 tersebut, terdapat pengaturan yang menjelaskan 
bahwa Provinsi Aceh diberikan keistimewaan untuk memberlakukan syariat 
Islam kedalam hukum positifnya, oleh karena itu sampai dengan sekarang 
Provinsi Aceh masih mempergunakan dan mengembangkan hukum pidana 
islam didalam hukum positifnya yang berbentuk peraturan daerah. 
 Pengaturan mengenai hukum jinayat di Provinsi Aceh tersebut ada 
didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Akan 
tetapi sebelum berlakunya Qanun tersebut, pidana badan cambuk telah dimuat 
di dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman keras, Qanun Nomor 
13 Tahun 2003 tentang judi, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang mesum. 
Dari beberapa contoh Qanun tersebut diatas dapat diketahui bahwa pidana 
badan adalah sanksi yang diberlakukan dalam beberapa Qanun yang berlaku 
di Provinsi Aceh. 
 Pemberlakuan pidana badan di Provinsi Aceh selalu menimbulkan 
kontroversi. Hal tersebut dipandang wajar mengingat pemberlakuan hukum 
pidana Islam di Provinsi Aceh sangat berbeda, bahkan terkesan bertentangan 
dengan hukum pidana Indonesia. Sehingga pada berbagai aspek yang 
menyangkut asas-asas, teori-teori, dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana 
Islam maupun hukum pidana Indonesia, sangat sulit untuk menemukan titik 
temu yang dapat menumbuhkan suatu pandangan yang sama, khususnya 
dalam kaitannya dengan tujuan pidana dan tujuan pemidanaan itu sendiri. 
Selain itu, pemberlakuan hukum pidana Islam tersebut seringkali dianggap 
menunjukan adanya keinginan politik para pemimpin Provinsi Aceh untuk 
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menjadikan Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Aceh memiliki posisi 
yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Nasional Indonesia (Sumitro, 
2015). 
 Dari penjelasan tersebut penulis melihat terdapat suatu tumpang tindih 
antara hukum pidana islam yang berlaku di Provinsi Aceh dan hukum pidana 
Indonesia, yang mana keadaan tersebut dirasa dapat mempengaruhi hukum 
pidana Negara Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan sanksi pidana 
dan pemidanaan. 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan berpijak pada analisis hukum. Dengan kata lain, 
obyek masalahnya akan diteliti dan dikaji menurut Ilmu Hukum. Kajian ini 
selain menguraikan tentang pidana badan yang berlaku di Indonesia, juga 
menguraikan tentang pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan asas-asas hukum 
pidana yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum 
yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder.  
Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelitian terhadap 
sistematika hukum, artinya penelitian yang dapat dilakukan pada perundang-
undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk 
mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam 
hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, 
peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. 
Bahan atau data yang diperlukan terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang-
Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Sedangkan bahan 
hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah dan artikel yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
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Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan 
melalui studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder 
di bidang hukum. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil 
studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara 
kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun 
hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemberlakuan pidana badan di Provinsi Aceh sudah menjadi hukum 
positif yang berlaku di daerah tersebut, hal ini didasari oleh dasar hukum yang 
telah menjadi landasan pemberlakuan jenis pidana ini. Seperti apa yang telah 
disebut dalam bab sebelumnya, dasar hukum tersebut adalah Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pidana badan adalah 
“pidana yg dikenakan terhadap tubuh atau anggota badan seseorang yg 
melanggar hukum (seperti pemotongan anggota badan, pencambukan, atau 
cap bakar)”. Sedangkan, dalam bahasa inggris pidana badan disebut dengan 
corporal punishment. Yang dimaksud dengan corporal adalah suatu 
jasmani/raga/badan (body), sedangkan punishment bila diartikan ke dalam 
bahasa Indonesia adalah hukuman ataupun siksaan yang dalam penulisan ini 
diistilahkan dengan pidana dalam kaitannya dengan pemberian sanksi dalam 
hukum pidana. 
Menurut Arief (2013), jenis-jenis pidana badan sebagai sanksi pidana, 
dikenal pula dengan berbagai istilah: 
1. Beating (pemukulan); 
2. Blinding (pembutaan); 
3. Branding (pemberian cap); 
4. Caning (pemukulan dengan rotan/tongkat); 
5. Flogging (pencambukan/mendera); 
6. Mutilation (pemotongan); 
7. Paddling (pemukulan dengan cemeti); 
8. Pillory (penghukuman dimuka umum/di tiang). 
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Pidana badan merupakan sanksi pidana yang telah ada dari zaman 
dahulu kala, tidak diketahui kapan tepatnya pidana badan pertama kali 
dilakukan. Di masa lampau, pidana badan merupakan sanksi pidana yang 
umum dan lazim untuk dipergunakan, bukan hanya kepada orang dewasa tapi 
bahkan terhadap anak yang belum dewasa. Penjatuhan pidana badan itu 
sendiri dahulu diterapkan di lingkungan masyarakat bahkan di lembaga 
pendidikan seperti sekolah yakni dilakukan oleh guru kepada muridnya. 
Pidana badan yang paling sering digunakan pada saat itu adalah pemukulan 
dengan menggunakan rotan, penggaris besi, dan tangan kosong. Kebiasaan 
tersebut pada akhirnya masuk kedalam aturan hukum itu sendiri, yang pada 
akhirnya banyak sekali kaidah hukum yang mengandung sanksi pidana badan. 
Pada abad pertengahan, pencambukan merupakan sanksi pidana yang 
banyak digunakan Negara-negara di Eropa bagi pelaku kriminal. Jenis sanksi 
pidana semacam ini jelas bertujuan untuk membalas perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku tindak pidana agar pelaku tersebut tidak mengulangi 
perbuatannya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jenis sanksi 
pidana ini sudah banyak ditinggalkan oleh Negara-negara di dunia. Hal 
tersebut dikarenakan pidana badan dianggap sebagai jenis pidana yang tidak 
efektif menekan tingkat kriminalitas, dan tidak menjunjung tinggi hak asasi 
manusia (Lambert, 2012). 
Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu sendiri, pidana badan yang 
berlaku hanyalah pidana cambuk. Pidana tersebut diberlakukan dengan dasar 
hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya dalam pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (4). Pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 
“Uqubat (sanksi pidana) Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berbentuk cambuk”, dan Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa “Uqubat (sanksi pidana) Tazir utama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan 
restitusi”. Hal ini tentulah menimbulkan permasalahan, seperti yang kita 
ketahui jenis pidana cambuk (pidana badan) tersebut sama sekali tidak diatur 
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dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selaku sumber 
hukum utama hukum pidana Indonesia. 
Selain perbedaan jenis sanksi tersebut, mekanisme pemidanaan dalam 
hukum pidana Indonesia dan  hukum  pidana  Islam  di  Provinsi  Aceh  pun  
berbeda.  Perbedaan  yang  pertama  adalah mengenai subjek hukum yang 
dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Indonesia, tidak terdapat perbedaan pengaturan mengenai ketentuan pidana 
atas dasar perbedaan agama,  sedangkan dalam  Qanun  Aceh  nomor  6  tahun 
2014,  terdapat  perbedaan ketentuan pidana atas perbedaan agama, seperti apa 
yang disebutkan oleh pasal 5 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi: 
Qanun ini berlaku untuk: 
1. Setiap orang Bergama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di 
Aceh; 
2. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah (tindak 
pidana) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta 
menundukan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; 
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah 
(tindak pidana) di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi 
diatur dalam Qanun ini; dan 
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 
 
Perbedaan yang kedua adalah mengenai lembaga peradilan yang 
berwenang mengadili masalah pidana, seperti yang diketahui di Provinsi Aceh 
peradilan yang berwenang mengadili masalah pidana adalam Mahkamah 
Syariah. Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam hukum pidana 
Indonesia, karena Mahkamah Syariah merupakan peradilan yang bebas dari 
pihak manapun dan hanya berlaku di Provinsi Aceh bagi pemeluk agama 
Islam. Pengaturan mengenai Mahkamah Syariah terdapat pada pasal 128 UU 
nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Perlu diketahui bahwa hampir semua jarimah (tindak pidana) yang 
diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak diatur di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 
2014 berbunyi: 
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Jarimah (tindak pidana) yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
1. Khamar (minuman yang memabukan dan/atau mengandung alcohol 
dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih). 
2. Maisir (perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau untung-
untungan) 
3. Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi 
antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Muhram dan 
tanpa ikatan perkawinan) 
4. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, 
berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan 
suami istri). 
5. Zina (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan 
perkawinan). 
6. Pelecehan seksual (perbuatan asusila atau perbuatan cabulyang sengaja 
dilakukan seseorang di depan umum terhadap orang lain, tanpa 
kerelaan orang tersebut). 
7. Pemerkosaan (hubungan seksual terhadap orang lain sebagai korban 
dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban). 
8. Qadzaf (menuduh orang berbuat zina). 
9. Liwath dan (homoseksual). 
10. Musahaqah (lesbian). 
 
Dari beberapa jenis jarimah (tindak pidana) yang disebutkan oleh pasal 2 
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 perlu diketahui juga bahwa semua jarimah 
(tindak pidana) terebut mengandung ancaman pidana badan (dalam hal ini 
pidana cambuk). Hal tersebut tentulah menciptakan problematika, mengingat 
hampir seluruh jarimah (tindak pidana) yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 
Tahun 2014 tidak diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan 
kata lain, hampir dapat dipastikan bahwa hukum pidana Islam di Provinsi 
Aceh khususnya pidana badan, dapat diberlakukan kepada siapapun 
(termasuk orang beragama bukan islam) yang melakukan jarimah (tindak 
pidana) di Provinsi Aceh. 
Tidak dapat dipungkiri, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana 
Indonesia dan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh memanglah berbeda. 
Penulis beranggapan bahwa perbedaan tersebut tercipta dikarenakan terdapat 
perbedaan prinsip dasar antara hukum pidaan Indonesia dan hukum pidana 
islam di Provinsi Aceh, yang mana hukum pidana Indonesia merupakan 
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kaidah hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan kebutuhan hidup 
tertentu, sedangkan hukum pidana Islam yang berlaku di Provinsi Aceh dibuat 
oleh Tuhan dalam hal ini Allah swt, yang diciptakan untuk memastikan 
manusia tetap berkehidupan sesuai dengan ajaran agama khususnya agama 
Islam (bersifat transenden). 
Menurut Hasan dan Saebani (2013), tujuan dari hukum pidana Islam 
secara umum adalah untuk meciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat 
manusia baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi secara khusus hukum 
pidana islam memilik tujuan tertentu yang berkaitan dengan hal-hal berikut: 
1. Penciptaan keadilan ilahian dan insaniah; 
2. Penciptaan kemanusiaan universal; 
3. Penghapusan dosa-dosa duniawi; 
4. Pelaksanaan keamanan sejati di dunia; 
5. Perwujudan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW.; 
6. Pelaksanaan lembaga peradilan yang bermartabat dan berkeadilan; 
7. Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas norma hukum; 
8. Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan; 
9. Perwujudan tujuan hukum yakni menjerakan pelaku kejahatan. 
 
Melihat tujuan hukum pidana Islam tersebut kita dapat menemukan hal-
hal yang bersifat trasenden (jauh melebihi akal manusia) seperti akhirat dan 
dosa. Sifat transenden dalam hukum pidana Islam merupakan faktor yang 
sangat menentukan terjadinya perbedaan antara tujuan pemidanaan hukum 
pidana Indonesia dan tujuan pemidanaan hukum pidana Islam. Hal tersebut 
dikarenakan dalam hukum pidana Islam yang menjadi perhatian utama adalah 
hubungan antara manusia dengan Tuhan nya dalam hal ini Allah swt, 
sedangkan dalam hukum pidana Indonesia yang menjadi perhatian utama 
adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sehingga, dapat 
dipastikan bahwa dalam hukum pidana Islam khususnya pemidanaan pidana 
badan, tidak terdapat individualisasi hukum pidana. 
Penulis beranggapan bahwa dalam hukum pidana Islam, pemidanaan 
dilakukan untuk menjerakan pelaku tindak pidana dengan cara membalas 
perbuatannya dengan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban 
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kepada Tuhan (Allah Swt) atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, hukum 
pidana Islam sebagai hukum yang bersumber dari suatu Agama bersifat 
tertutup dan sulit untuk menerima perubahan. Hal ini tentulah berbeda dengan 
tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, walaupun sampai saat ini 
belum ada rumusan pasal dalam perundang-undangan hukum pidana 
Indonesia yang secara tegas menyebutkan tujuan pemidanan hukum pidana 
Indonesia, penulis berpendapat bahwa pemidanaan dalam hukum pidana 
Indonesia tidak dilakukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku 
tindak pidana, akan tetapi memperhatikan unsur-unsur lain dari pelaku tindak 
pidana tersebut dalam kaitannya dengan hubungan antara pelaku tindak 
pidana dengan masyarakat. 
Hal ini terbukti dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. Seperti yang disebutkan dalam bagian 
menimbang huruf (c) UU Nomor 12 Tahun 1995, “bahwa sistem 
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian 
penegakan hukum yang bertujuan agar, Warga Binaan Pemasyarakatan, 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik 
dan bertanggung jawab”. Dalam rumusan tersebut kita dapat melihat dengan 
jelas bahwa dalam hukum pidana Indonesia terdapat individualisasi hukum 
pidana. Dalam hal ini, pemidanaan tidak dilakukan semata mata untuk 
membalas perbuatan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga untuk 
memperbaiki keadaan dalam diri terpidana maupun masyarakat setelah 
dilakukannya pemidanaan. 
Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, 
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) Indonesia tahun 
2017 memberikan pengaturan yang lebih jelas dalam pasal 55 ayat (1), yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam 
masyarakat. 
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan ras bersalah pada 
terpidana. 
 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, kita dapat melihat 
bahwa pemberlakuan pidana badan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
menimbulkan permasalahan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan 
dalam hukum pidana Indonesia. Penulis melihat terdapat ketidaksesuaian 
antara pemberlakuan pidana badan di Provinsi Aceh dengan Tujuan 
pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan, pada 
hakikatnya jenis pidana yang ditujukan terhadap fisik seseorang (pidana 
badan), dijatuhkan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku tindak 
pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia pemidanaan tidak hanya 
bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, akan tetapi untuk memulihkan 
keadaan pelaku tindak pidana dan masyarakat setelah terjadinya pemidanaan. 
Penulis beranggapan bahwa ketidaksesuaian ini tidak seharusnya terjadi, 
mengingat Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 
 
E. SIMPULAN 
Tujuan pemberlakuan pidana badan di Provinsi Aceh tidak sesuai 
dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini 
dikarenakan didalam hukum pidana Islam di Provinsi Aceh tidak terdapat 
individualisasi hukum pidana, karena hukum pidana Islam memuat 
pengaturan-pengaturan yang bersumber langsung dari Tuhan, sehingga aspek-
aspek yang menjadi fokus dalam hukum pidana Islam adalah hal-hal yang 
bersifat spiritual, bukan lah hal-hal yang bersifat duniawi. Sedangkan dalam 
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tujuan pemidanaan hukum pidana Indonesia, dikenal individualisasi hukum 
pidana menyangkut dampak-dampak dan/atau aspek-aspek yang dapat 
diterima pelaku tindak pidana, maupun masyarakat umum atas hasil dari 
suatu pemidanaan, sehingga penulis menyimpulkan bahwa fokus dalam 
hukum pidana Indonesia merupakan hal-hal yang bersifat duniawi. Selain itu, 
hukum pidana Islam sebagai hukum yang bersumber dari kaidah Agama juga 
bersifat tertutup dan sangat sulit menerima perubahan. 
Pemberlakuan pidana badan di Provinsi Aceh memberikan dampak 
terhadap hukum pidana materiil Indonesia. Dampak tersebut berkaitan erat 
dengan kepastian hukum yang menjadi asas penting dalam hukum pidana 
Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam 
di Provinsi Aceh dapat melemahkan kepastian hukum dalam hukum pidana 
Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya hukum pidana Islam 
tersebut, hukum pidana Indonesia seakan tidak berlaku di Provinsi Aceh, 
walaupun Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia. Selain itu, dengan 
berlakunya pidana Islam tersebut, akan banyak hal-hal bersifat pengaturan 
yang berlaku secara positif walaupun hukum pidana Indonesia tidak 
memberikan pengaturan terhadap hal-hal tersebut seperti jenis tindak pidana 
dan khususnya jenis pidana itu sendiri dalam hal ini pidana badan cambuk. 
Pemberlakuan pidana badan yang bersumber dari hukum Islam di 
Provinsi Aceh tidak akan pernah berjalan dengan berkesinambungan dengan 
hukum Indonesia, selama konstitusi Negara Indonesia tidak mensumberkan 
hukumnya terhadap suatu kaidah agama. Hal ini dikarenakan kaidah hukum 
yang bersumber dari agama atau Tuhan bersifat transenden atau jauh diatas akal 
manusia, sedangkan hukum yang dibuat atau diciptakan oleh manusia tidak 
bersifat transenden karena dibuat oleh manusia hanya untuk berlaku dalam 
suatu tempat dan waktu tertentu (terbatas ruang dan waktu). 
 
 
 
 
ARTIKEL 
 
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vo2. 1 No. 1 Tahun 2019 20 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abidin, A. Z. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Bandung: Alumni. 
Ali, Z. (2012). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 
Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. 
Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Pramedia Group. 
Chazawi, A. (2014). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 
Djamali, R. A. (2002). Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju. 
Hasan, M. & Saebani, B. A. 2013. Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah. Bandung: 
Pustaka Setia. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Muladi & Barda. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 
Packer, H. L. (1968). The Limits of The Criminal Sanction. California: Stanford 
Uneversity Press. 
Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika 
Aditama. 
Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras. 
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjudian. 
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mesum. 
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 
Rosyada, D. (1992). Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Lembaga Studi 
Islam dan Kemasyarakatan. 
Samosir, C. D. (2014). Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan. Bandung: 
Nuansa Aulia. 
Sumitro, W. (2012). Legislasi Hukum Islam Transformatif. Malang: Setara Press. 
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Utrecht, E. (1958). Hukum Pidana I. Jakarta: Universitas Jakarta. 
 
